Menimbang

Mammawt =iy g0

PEMERINTAH HOTAMADYA TATRER
MOJOKERTO

PERATURAN DAFRAH KOTAMADYA DaERAH TINSKAT 1I MOJCKERTO

NOMOR 2 TAHUW 199G
TENTLNT
PENYERTAAN MODAL, DAERL: PADE DTHpl HETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YTARS MRRA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAM TINGHAT ID MOICHEETD

a.

bahwa, penyertzan nodal Daerzh yang ditujukan pada usaha-
usaha yang bersifat stratzals, do diharapkan manfaatnya
baik dalam meningkatkan k&gla,uﬂ rﬂv‘no%nmlan Dzerah  cemagal
salah satu sumber pendapatan Daerah ;

bahwa, sebagal realisasi Peraturen Menteri Dalam Negeri |
3 tahun 1986 tentang Penvertzzan Modal Daerah pedz :
Ketiga dengan mendasar pada pesal 60 Undang-undang Nomor 5
tahun 1974 tentang Pokox- pokok Pemerintahban UDaerah  dapat
melakukan usaha-usaha vang dilaksznakan berdasarkan prinoip—
prinsip ekonomi perusahiaan sebagai salah  satu suniser
pendapatan Daerah  yang diatur dengan suatu  Peraturan
Daerah.

Undang-undang Nomoxr 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemer in-
tahan di Daer»h

Undang-undang Nomor 17 tahun 1930 tentang Pembentukan Dawcirah
Kota Kecil dalam Linagkuonasrn Pravipsi Jawa  Timur/dawa
Tengah/Jawa Barat ;

Peraturan Pemerintah Momcr 47 Lihun 1982 tertang Perubanan
Batas Wilayash Kotamadya Dseral Tingkat II Mojokerto ;

Peraturan Pemperintah Nomor o ts0oan 1375 terntang Pengurasan,
Pertanggung Jawaban dsn Pengawasan Keuangan Dnerah ;

Peraturan Pemerintah Nomcr € tahv 1573 tontang Cara Pernyusu-—
nan Anggaran Pendapstan dan Belanta Dasran, Peleksanzan Tata
Usaha Keuangan Daerah cdan Fenyuszunan Perhitungan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dasroh ;

Peraturan Menteri Dalam Negeril Numor 14 tahun 1974 Lentuang
Bentuk Peraturan Daerah ;

4 tak.n  197% vaniana

Peraturan Menteri Dalam Hegerl Noso

Pelaksanaan Pengelolaan Bavang Feme: intah Daerch ;

Peraturan Menteri Dadap Nsoer. Momor 3 tahun 1986  tentarny
Penyertaan Mocal Daezah pada ?iuog Ketigs;

Keputusan Menteri Dalam M - 420 - 595 tshun 1440

tentang Manual A2

miniscrasl  Darang Dasrabn,

Surat Menteri Dalam Weqeri tancazl 2 Desember 1967 Humor
570/4441/PUCD perihal langkah-langhah persiapan  penyercasn
modal Deerah psda Pihak Hetiga ;

Surat Menteri Dalam Negeri tongual 11 Maret 1987 Nomot
570/1003/PUOL  perihal peaiunjuk pelaksanssn penvertaan mocal
Daerah pada Filhak Hetiga ;
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Denpeiian Ssham dari suatu Persercan Terbatas {PT} yang telah
berbadan hukum dan mexpuryval prospek baik ;

Sebagai pendiri dalam pemberitukan Perseroan Terbatas (PT) ;

Mengadakan kontrak managemen, kontrak produksi, kontrak bagi
keurtungan, kontral bagl has:l usaha dan kontrak bagl tempat
usaiha.

Cosel 4

0

Perbelian saha. oleh Pewer intah Daerah pada suatu  perseroan
Turtatas (D7) hanya ¢:laxckan apablla dengan pembelian saham

dimakzud aabﬁt Aimarsokan  aran  meningkatkan  pertumbuhan
Derekenomian Dacran dan atau menambah pendapatan Deerah ;

Pembelian saham dimazsud avat (1) pasal inl dilakukan perda-
sarkan dana vang telan tersedia calam Anggaran Pendapatan dan
Belania Daerah (2070} dan pelaksanaannya ditetapkan dengan
Keputusan Kegala Daersh ;

Dengan Keputusan Kepzla Daersh dapat menunjuk Pelabat untuk
bertindak mewakili Pamerlntah Daerah dalam melaksanakan
peabelian szham.

Pasal &

Setiap usaha melakukan penyertaan Modal Deerah pada plhak
Ketiga dalan penbentukan Persercan Terbatas (PT} ditetapkan
dengan Peraturan Daeral ;

Sebelum ditetapkan Peraturan Dacrah dimaksud ayat (1} pasal
ini, diadakan perdaniizn dasar antara Kepala Daerah dengan
pihak-pihak yang ikut daiam pendirian perseroan terbatas
(PTY ;

Ch

Ferdiardian  dagar d'n
materl pokok :

alam ayat (2) pasal ini, memuat

a. Indentitas masing-masing pihak ;

b. Jenis den nilal modal sahwa para plhak ;
. bigang usaha ;

d. Perbandingan modal ;

a. Hak, kewajiban can sannsi-sanksi ;

f. Lain-lain yeng Cianagap perlu.

Bardasazkan peraturan Dacrah tentang Penyertaan Modal Daerah
dan peijanilan 4 senagairmana dimaksud (1) dan (3) pasal
ini, hkemuadian dizentux Perszroan Terbatas (PT) dengan Aakte

f'otaris ;

[

Kepaia Daerah darab rerunink Pejabat yang bertindak untuk dan
var nafa Pemerintah Dasran bersama—sama dengan pihak ketiga
mendirikdan Perseroan Terbatas (FT).

=1

Fasal 6

panvertasn Modal [aerah sebagalimana dimaksud pasal & Peratu-
van Lasranr  anl yanyg dalam benbuk  uang, diangoarkan dalanm
Pendapastan  dan Belznja Daerah  dan dilaksznakan

sebusan  Kepala Daerah

sgaimana dimaksud pasal 6 Peratu-
g dalew bentuk barang  ditetapkan dengan

[merah selbs=lah mendapat persetujuan DPRD ;

3 klaAk nergerak Keputusan Kepala Daerah

; «an zetelah mendapat pengesahan

alui Cubernur Kepala Daerah ;
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vearah yang US’tJLan Galam Parseroan Terbatas (PT)
i : 2 vang  dipisahkan.




Pazmal 7

{1) Sebelum mengadakan kontrak Managemen, kontrak  produksi,
kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak
bagi tempat usaha dimaksud pasal 3 huruf ¢ Peraturan Daerah
ini, Kepala Daerah minta Persetujuan terlebih dahulu dari
DERD atas rencana kontrak dimaksud ;

(2) Setelah -mendapat Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat
(1) - pasal ini, diadakan perjanjian bersama bersyarat antara
Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga yang memuat meteri pokok :

a. Indentitas masing-masing pihak ;

b. Jenis dan nilai modal saham para pihak ;
. Bidang usaha ; _

. Perbandingan modal ;

. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi ;
."Lain-lain yang dianggap perlu.

D N

(3} Pelaksanaan kontrak Managemen, Kontrak Produksi, Kontrak bagi
keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak Dbagi
tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2}
pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang
berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, apabila
Keputusan Kepala Daerah tidak disahkan perjanjian menjadi
batal ;

(4) Terhadap Keputusan Kepala Daerah dimaksud ayat (3) pasal ini,
yang Jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima)} tahun,
pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah, dan
dilaporkan pada Menteri Dalam Negeri cq. Derektur Jendral
Pemerintahan Umum dan Otorniomi Daerah.

Pasal 8

(1} Penelitian terhadap barang vang diserahkan sebagai modal
dalam pembentukan Persercan Terbatas (PT) dan atau menentukan
nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain
dalam mempersiapkan perjanjian kontrak Managemen, kontrak
Produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha
dan kontrak bagi-tempat usaha, sebagaimana dimaksud pasal 7
ayat (2) dan pasal.B ayat (2) Peraturan Daerah ini, Kepala
Daerah membentuk Panitia vang terdiri dari unsur-unsur :

a. Dinas Pendapatan Daerah ;
b. Bagian Perekonomian ;
c. Bagian Umum dan Protokol ;
d. Bagian Keuangan ;

e. Bagian Hukum ;

f. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto ; 3

g. Unsur tenaga Ahli/Konsultan.

(2) Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkcm
bangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga
dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 9

{1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal
Daerah pada Pihak Ketiga ;

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini, Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Kotamadya Daerah.



Fasai 10
(1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerzh pada suatu Perseroan Terba-
tas (PT), maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Kepala
Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota
Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki
oleh Daerah ada hak untuk duduk Galam Dewan Komisaris sesual
dengan ketentuan peraturan pezundang-undangan ydang berlaku ;

{2) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili
- pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelak-
sanzan kontrak Managemen, kontrak produksi, kontrak bagi
keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat.
usaha ;

(3) bara Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah seba-
gaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini sayogyanya memah-
ami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah melalul Badan Pengelola (jika dibentuk}.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 1l

(1) Kepala Daerah " melakukan pengawasan umue sehubungan  dengan
penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga;

(2} Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah seht-
bungan dengan penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pasal 1l ayat (1) dan (2} Peraturan
Daerah ini menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada
Kepala Daerah secara berkala 4 (empat} bulan sekali.

BAB VI
HASIL USAHA

Paszl 12

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada
pihak ketiga yang menjadi hak Daerah yang dipercleh selama tahun
Anggaran Perusahaan, disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam
anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah tahun berikulnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Semua penyertaan Modal Daerah pada Pihak ketiga yang telah
ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelolaan,
pembinaan dan pengawasan selanjutnya disesuaikan  dengan
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;

(2) Kepala Daerah membentuk Tim Inventarisasi untuk melakukan
kegiatan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal 1ni.

BEAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasar 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah
ini, sepanjang mengenai pelaksanaannys akan diatur lebih lanjut
oleh Kepala Daerah.



Pasal 15

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua KXeten-
tuan vyang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan
tidak berliaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Dasrah ini mulal berlaku pada tanggal diundang-

kar.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundan-
gan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 13 Pebruari 1930

DEWAN PERWRKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMBDYA KEPALA DAERAH TINGKAT 1l

KOTAMADY2A DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd. Cap. tid.
ACHMAD SOCHIB WADIJONG, S.H.

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 April
1951 Nomor : 570.35-37L. : - .

Dlrektorat Jendral
Pemerlntahan Umum dan Otononi Daerah
Dlzektur Pembinaan Dan Pemerintahan Daerah

““Cap. ttd.

{ Drs. Mech. Dladiad )

Diundangkan dalam Lembaran'Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
tahun 1991 Seri C tanggal 15 Juli 1991 Nomor : 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEFALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTZO
‘Sekretaris Kotamadya Daerah

" Cap: ttd.

Drs. BOIMIN
NIP. 010 045 241




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAFRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 1990
TENTRANG
PENYERTAAN MODAL DAFRAH PADA PIHRK KETTGA

I. PENJELASAN UMUM

1. Masar pemikiran dan landasan hukum.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertangqung
javab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperiu-—
kan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumbex pendapatan Daerah.

Berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dinyatakan bahwa sumber-sumber Penda-
patan asli Daerah, terdiri dari :

(1) Basil Pajak Daerah ;

{2) Hasil Retribusi Daerah ;

{3) Hasil Perusahaan Daerah ;

(4) Lain-lain hasil usaha yang sah.

Selanjutnya pada pasal 60 Undang-undang Nomcx 5 tahun 1974 dinyatakan
pula bahwa dengan Peraturan Daerah dapat diadakan usaha-usaha untuk
menambah sumber pendapatan Daerah.

Dari hasil pendapatan asli Deerah sebagaimana dimaksud angka (1),
{2) dan (3) pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1374, pada kenyataannya
belun cukup memadai dalam membiayai kehidupan dan perkembangan Otonomi
Daerah.

Oieh karena itu dianggap prlu untuk menambah sumber-sumber Pendap-
tan Daerah dengan mengadakan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pasal 690
Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, yeng merupakan salah satu hasil wusaha
Daerah yang sah sebagaimana dimaksud angka (4) pasal 55 Undang-undang
Npmor % tahun 1974.

Berdasarkan Kenyataannya selama ini telah banyak dilaksanakan
usaha-usaha Daerah berupa penyertaan modal pada usaha-usaha yang bersifat
kemersial, baik wusaha patungan modal dengan Penerintah Pusat, Swasta
Nasional dan atau Swasta Asing dengan wadah Perseroan Terbatas (PT)
mavpun penggunausahaan barang Daerah.

Dalam melakukan usaha-usaha penyertaan modal Daerah selama ini,
kenyataannya senantiasa berkaitan dan tidak terlepas hubungannya dengan
pihak ketiga, sedang tata cara pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, penga-
wasan dan sebagainya masih beraneka ragam, yang antara lain disebabkan
belum adanya pera turan sebagai petunjuk pelaksanaan pasal 60 Undang-
undang Nomor 5 tahun 1974 yang dapat dijadikan landasan dalam usaha
penyertaan modal Daerah dimaksud.

Selain itu bahwa ketentuan fentang pengquna usahaan parang milik
Daerah sebagaimana dimaksud pasal 35 Peraturan Mentexrl Dalam HNegeri
Nomor. 4 tahun 1$79 tentang pelaksnaan Pengelola Barang Pemerintah Daerah
memer lukan penyempurnaan dan peningkatan, sehingga tercapai daya guna dan
hasil quna.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diadakan pengaturan mengenai
tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya
terhadap penyertasan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang bersifat umum dan
mendasar dengan penuh flasibilitas, sebab hal ini merupakan faktor yang
doripan dan akan menunjang dalam melaksanakan penyertaan modal Daerah
dimaksud.



Bila diperhatikan secara seksama, di Daersh~daeran banyak terdapat
parang-barang , bodal yang masih bersifst pbtensial tetapi idle, misalny=
tanah, bangunan, mesip-mesin,; invéntaris, surat-gurat berharga, fasilitas
dan hak-hak lainnya. ‘ B :

Jika barang-barang modal dimaksud dikelola dengan sepaik-baiknya dapat
diharapkan akan menjadi sumber pendapatan Daerah.

Berkenaan dengan itu, dalam usaha penyertaan medal Daerah pida
pihak ketiga seyogyanya dapat dilakukan berupa uang dan atau barang vang
dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-nesin, inventa-
ris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnyz yang dimiliki
oleh Daerah.

Dalam usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud,
dapat dilakukan dengan cara :

a. Membeli saham dari Persercan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukun
dan mempunyal prospek baik ;

b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroa Terbatas (PT) ;

¢. Mengadakan kontrak managenen, kontrak  produksi, kontrak  bagil
keuntungan, kontrak bagl hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

2. Tata cara Penyertaan Modal
a. Pembelian saham.

- Pada prinsipnya pembelian saham cleh Pemerintah Daerah pada suatu
Perseroan Terbatas (PT), hanya dilakukan apabila dengan pembelian
saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan méningkatkan pertumbuhan
perekonomian Daerah dan atau menambah pendapatan Daerah ;

- Pembelian saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang penyertaan
Modal Daerah pada Pihak Ketiga, dan untuk penyediaan dananya diang-
garkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (APBD), vang
pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PR].

- Setiap melakukan usaha penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan
Persercan Terbatas (PT), ditetapkan diatur dengan Peraturan Daerah
yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri ;

- Sebelum ditetapkan Peraturan dimaksud, diadakan perjanjian terlebih
dahuku antara Kepala Daerah dengan Pihak-pihak yang ikut sebagai
pendiri Persercan Terbatas (PT) yang dituangkan dalam su&tu Naskah
Perjanjian ;

- Dalam Naskah Perjanjian dimaksud dicantumkan identitas para plheak,
jenis dan nilai modal, perbandingan medal, bidang usaha, hak dan
kewaijiban, sanksi-sanksi dan lain-lain yang dianggap perlu ;

- Penyertaan modal Daerah yang dalam bentuk barang ditetapkan dalam
Mnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) dan pelaksanaannya
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;

- Penyertaan modal Daerah yang dalam bentuk barang ditetapkan ditetap-
kan , dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat Persetujuan
Devan Perwakilan Rakyat Daerah. Persetujuan dimaksud dJituangkan
dalam bentuk Keputusan Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ;

~ Khusus ﬁeﬁéénai”péﬂyerfaéﬁ“modﬁi‘5aérah dimaksud yang dalam Pentuk
barang tidak bergerak, maka Keputusan Kepala Daerah yang bersangku-
tan baru dapat dilaksanakan seteiah disahkan oleh Menterl CDCalam
Negeri. : .

¢. Kontrak managemen, kontrak produksi, kontrak eyl keunlungan,
kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
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Kontrak Managemen, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk
barang untuk suatu usaha xomersial, sedang pengelolaannya dilaku-
kan oleh pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa pihak ketiga akan
menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan darl hasil
usaha usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjan—
jian ;

Kontrak Managemen, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk
barang untuk suatu usaha kxomersial, sedang pengelolaanny3 dilaku-
kan oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain :

a. Pinak ketiga menyediakan modal inventaris dan atau modal
kerja ;

b. pihak Kketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (Royalty)
kepada pihak Pemerintah Daerah sesual dengan perjanjian ;

c. Untung rugi dalam berusaha mnenjadi tanggung jawab pihak
ketiga.

Kontrak bagi keuntungan, dimana Daerah mempunyai modal dalam
bentuk barang dan atau atas barang untuk usaha komersial, sedang
pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan
antara lain :

a. Pihak ketiga harus menyediskan modal investasi dan atau modal
kerija ;

b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung Jjawab pihak ketiga;

c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihax Pemerintah dan
pihak ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam
perjanjian.

Kontrak bagi hasil usaha, dalam hal jni Pihak Ketiga mengincestir

terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diper-

lukan sehingga usana dimaksud mampu berproduksi dan beroperasi.

Pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah cg.

Badan Pengelola. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi

dibagi antara pihak pemer intah Daerah dan pihak ketiga sesual

dengan prosentase yang ditetapkan dalanm perjanjian.

Kontrak .bagi Tempat Usaha, dalam hal ini Daerah mempunyai sebi-
dang tanah yang berstatus Hak Pengelola (HPL) dan memungk inkan
untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk mempangunnya
diserankan pada pihsk ketiga dengan persyaratan yang saling
menguntingkan :

a. Semua biaya pehyelesaian bangurian tempat usaha dimaksud,
menjadi tanggung jawab pihak ketiga ;

b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah “dibangun dimanfaatkan
atau dikelola oleh pihak ketiga, sedang yang sehagian lainnya
dimanfaatkan dan atau di tentukan statusnya oleh Pihak Peme-
rintah Daerah.

<. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga  tersebut
Aiberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah hak
pengelola (HPL} ;

d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris Daerah;

e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang peruh untuk mengelola

pagian Gedwng tersebul seumur Hak Guna Bangunan yang diberi-
kan ; :

£. Seluruh bangunan tersebut menjadi hak milik bDaerah setelah
berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.



- Untuk mengadakan Kontrak managemen, kontrak produksi, Ronbtrak
bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha berdasarkan Peraturan
Dmerah tentang Penyertaan Modal Daerah -pada pihak ketiga oleh
Kepala Daerah dlmintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan
Pervakilan Rakyat Daerah, kemudian dibuat perjanilan bersama
bersyarat antara Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang dituangkan
dalam suatu Naskah Penjanjian ;

- Berdasarkan perjanjian tersebutf diatas, ditetapkan Keputusan
Kepala Daerah tentang kontrak Manajemen, kontrak produksi, . kon-
trak Bagi keuntungan, kontrak bagi Hasil Usaha dan atau Ekeontrak
bagi tempat usaha yang berlaku setelah disahkan oleh Menteri
Dalam MNegeri. Apabila Keputusan Kepala Daerah dimaksud bidak
disahkan o©leh Menteri Dalam Negeri, perJjanjian tersebut akan
menjadi batal. Terhadap Keputusan Kepala Daerah tentang kontrak
Manajemen, kontrak produksi, kontrak Bagi keuntungan, kontrak
bagi Hasil Usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha yang Jjangka
waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, disahkan oleh Guber-
nur Kepala Daerah dan dilaporkan pada Menteri Dalam Negeri c<q.
Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

. Pembinaan dan Pengawasan

Berhasil atau tidaknya usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga
dimaksud sangat tergantung kepada "Attituda" dan " political will" dari
Pemerintah Daerah. Oleh karena intu Kepala Daerah selaku Penguasa
tunggal di Daerah, perlu melakukan pembinaan dan pengawasan umem secara
berdaya guna dan berhasil guna terhadap penyertaan modal Daerah pada
pihak ketiga dimaksud. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melakukan
penbinaan umum dan pengawasan umum terhadap penyertaan modal Daerah
pada pihak ketiga.

Agar semua usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dimaksud
benar-benar berperan dan berfungsi dengan sebaik-baiknya dalam pening-
katan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Dasrah
pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, efektif dan efisien
serta berlandaskan azas-azas ekonoml perusahaan.

Untuk tercapainya maksud tersebut dan jika dianggap periu Kepala Daerah
membentuk suatu Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu
Pemerintah Daerah. Dengan adanya Badan pPengelola dimaksud, maka
penanganan penyertaan modal Daexah pada pihak ketiga berada dalam satu
atap, sehingga pembinaaan dan pengelolaannya benar-benar berjalan dan
terlaksana dengan tertib dan lancar serta perkembangannyz dapat diikuti
dengan jelas dan mudah cleh Pemerintah Daerah.

Badan Pengelola dimaksud dibentuk terpisah dari Sekretariat Kolamaly=a
Daerah, dimana Pimpinan dan Xaryawannya pekerja secara fulltimer
(sepenuhnya), dengan pertimbangan bahwa penyertaan modal Daerah dimak-—
sud sudah begitu besar dan berkembang sehingga tidak mungkin 1lagi
diurus, dikendalikan serta dikembangkan lebih lanjut oleh aparat
Pemerintah Daerah yang ada.

Jika penyertaan modal Daerah dimaksud belum begitu besar, maka pemben-
tukan Badan Pengelola dapat dilakukan dengan Jjalan menunjuk beberszpa
orang Pejabat/Staf Aparat Daerah, yang erat hubungan tugasnya dengan
penyertaan modal Daerah dimaksud.

Apabila penyertaan modal Daerah itu baru pada satu ataun dua usaha Cukup
diurus, dikendalikan dan dikembangkan oleh aparat Daerah yany a&da
secara fungsional, cg. Dinas Pendapatan Daeruh.



II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal
Pasal

" Pasal

Pasal
Pasal

Pasal

Pasal

1 : Cukup jelas ;
2 : Cukup jelas ;
3 : Cukup jelas ;
4 : Cukup jélas ;
4 ayat (1) dan (2)-: Cukup jelas ; .
ayat (3} : 0leh karena kesibukan Kepala Daerah, dapat
: ditunjuk seorang Pejabat.atau lebih untuk mewaki-
1i Daerah daiam melaksanakan perbelian saham
dinmaksud.
5 : Cukup jelas ;
6 : Cukup jelas ;
T ayat (1),(2}, dan (4) : Cukup jelas ;
ayst (3) : Pelimpahan wewenang oleh Menteri Dalam Negeri
kepada Gubernur Kepala Daerah trhadap pengesahan
Peraturan Daerah tentang  Xkontrak Manajemen,
kontrak produksi, kontrak Bagi keuntungan, kon-
trak bagi Hasil Usaha yang Jangka waktu bexlaku-
nya kurang dari 5 (lima} tahun adalah untuk
mempercepat proses pengesahannya dengan mengingat
waktu berlakunya kontrak dimaksud tidak terlalu
lama.
8 : Cukup jelas ;
9 1 Cukup jelas ;
10 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas ;
ayat (3) : Pertanggung Jjawaban Kepala Daerah melalui Badan
Pengelola :dimaksud agar Badan Pengelola dapat
memperhatikan sepenuhnya Penyertaan modal Daerah
dimeksud, mendingat kesibukan Kepala Daerah
11 =/d Pasal 16 : Cukup jelas.. e '




